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MANAJEMEN KOLABORATIF ZONA PEMANFAATAN TRADISIONAL
TAMAN NASIONAL TELUK CENDERAWASIH

RONI BAWOLE', FREDINAN YULIANDA™, DIETRIECH G BENGEN™
DAN ACHMAD FAHRUDIN™

“Fakultss Peternakan Perikanan dan Thmn Kelatan Universitas Meger Papua, Manokwar
*Fakultas Perikanan dan Nmn Kelatan nstiin Pertanian Bogar

ABSTRAK

Sumbariaya pesiur dan laetin sslah dial ol melabni pengateran kolaboratif anfam manyamiar, peperintzh dan masyankat
sipil Bagaimaemun, pangaturan kolaboranf dari mansjemen pesisir merepaian akmeeelae dar kagratan yang barkasil
dan gagal. Jadi, kolaborasi antar pemangim kepentmpan peenjadi sangat panting dalam pqnats sumbardaya pasisz.
Tatalnalola zoza pamanfaatan tadisional (ZPT) dilaiceien molalni pesahaman dan panigelasi dan siviean yang rumit
tamiang kemponen sumberdaya mamsia dan pesisr. Kslompok dengan dhvergensi kepantingan dan keahliaam dapat
Ikarjasama malahi makasizme mazajaman kalsboratf dalam ram gk peningiodon pembengmes barkelanjutan ZPT.
Biahi Bosar Taman Naiona] Tahik Canderrwasih (BETHTC) sebagai lapsbagn pemerntah mansban qun proses manajcsn
kolaborasi dengam pealibatken samua pibak yang harkepentingam dan berpemgamub Pormkaran nformei dan disked
dingan berbagai pihak akam mopchansen kapasitas lambaga dan berkentmbms: bagi strukfur mamzjersea kolaboratif,
implementxa reacama pangalolazn, ketdjaian dan koordmas: dalans pansjeren ZPT. Manaiemen kolabortif deniudican

dalars prempeptiealivan aspok lingirempan sosial, ekonomi, mijuan kenbage dan sratkgi pangelolxan.

Eata-kata kvmei: mamajemen kolaboratif, zona prmanfastan rradizionsl, manajemes, mman nasional

PENDAHULUAN

Manajemen kolaboratif (collaborative
mMANIEEment 3tA0 Co-management), serng
disebut sebagal participatory management,
shered-mamagenent, mult-stakbeholder mamage-
ment, adalah benmk pengelolaan yang
mengakomodasi kepentingan berbagai pihak
dengan mekanizme kesjasama, yang didorong
oleh penzakusn hak pada sefiap pihak dalam
rangka mencapal fujuan mManajemen Secara
bersama  (Bomini-Feyerabend  1904).
Manajemen ini merumgkinkan semus pihak
dapat mengambil pelusng dan mamfeat dalam
menciptakan keuntungsn ekonomi dan
peningzkatan kesejahiersan masyarakat sekalizs
melindungi dan mempertabankan fungsi/

dinamika ekologis sumberdaya. Dengan
demnikian setiap pemangku kepentingan dapar
berpartisipasi dalam berbagl wewenang,
tangzgung jawab dan peran dalam dalam
mencapal jem pengelolaan. Manmm belom
semua pihak memyadan pentingya kolaboradf
menajemen bagl kelestarian fimesi ekologis
sxmberdaya dalam memmjanz kemiatan ekonomm
mesyarakat,

Awalnya, penelifisn ingvatif mansjemen
kolaboratf sebagai potensi kolaboratif dinmlai
pada masyarakat Aborigin dan lembagza
pemerintah (Pinkerton 1980; Berkes 19800
Selanjuimya, mansjemen kolaboratif ini menark
parhatian penelid dan pengelola kawssm unimk
dizdopsi dalam penzelolazn sumberdaya alam.
Fonzep mangjemen kolaboratif dipublikasikan




sebagal tradisi intelekrual yans onmeoul sehagai
pendskatan dan acuan dalam pengelalaan
sumberdsya alam (Watcher ot al. 2005). Selama
20 tabun terakhir pemahaman temtang
pengelolzan bersama telah diperkaya dengan
berbazai terminologi yang disempurnakan
(Barkes af al. 1991; Yandle 2003; Plummer &
Fizgibbon 2004a); kasus prakiek pengelolan
bersama (Pomeroy 1996; Symes 1887);
penyempurnaan konsep (Pomeroy & Barkes,
1947 Plummer & Fitzzibbon, 2004b; Carlsson
& Berkes 2003); dm pengkajisn pemshaman
teomtis (Pinkerion, 2003).
Pengelolasn zona pemanfastsn tradisionsl
kawasan konservasi laut (ZPT-KEL) Taman
Masional Teluk Cenderawasih (TETIC) pada
awaloya dipandang hanya dalam konteks
perlindmesn fimzei ekialogs seman Perabahan
onentas pemenfastan sumberdaya myats feradi
ketiks Eabupaten Teluk Wondama dimeksrkan
Tahon 2002 (Bawele o al. 2011).
Penzembanzan pembanguman dalam kawasan
berdampak pada beraganmnya kepentingan dalam
pemanfaatkan sumberdaya oleh berbazai
individn dan kelompok mesyarakat. D sisi lain
pertambahsn penduduk, perhiasan penmkimsn
parkembanzan kagiatan perikanan, dan semakin
meningkatnya kegiatan transportasi laut,
menyebabkan kawasan TNTC mendapat
tekanan ekologis yang berdampak pada
eksploitasi sumberdsya yang terus memems.
Berhagai persoalan felah nounonl terkait deasan
kegiatan pengelolasn TWTC, dan masalah ini
dapat ditenmikan pada berbazni kajisn: resohusi
konflik pengelolaan TWTC (Sembiring ef al.
2010 peran stakeholder dalam pengembanzan
ekowisata TWTC (Siregar 2011); dan
keberlanjutan tatakelola ZPT-EEL THTC
{(Bawole & al. 2011). Permasalahan-
permasalahan pengelolaan tersebut lebih
disebabkan oleh terbatasmya kapasitas
manajemen, kurangnya pemahaman dan
dukungan dari berbagai lembaga terkait,
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karanzmmya keterlibatan masyarakat dalam usaha-
usaha konservasi sema lemahnya koordinasi
antar lembaga. Mengatasi berbagal masalah
tersebut perlu dikembangkan konsep
peneelolaan yang dapat menyatukan bertagal
kepentingan dalam pemanfastan sumberdaya
THTC kbususoya dalam batas administasi
Eabupaten Teluk Wondama mengingat
kabmpaten i sakitar 100% wilayah lautnya
menmpakan kawasan THTC.

Praktek-prakiek pemanfagtan ZPT-EEL
selama i bebom optimal dalam menmperhatikan
kelestarian fungsi kawasan sepertl adanya
pelanggaran pemanfaatan zons THTC dan
kegiatan eksploitasi yamg cenderung
mengzmakan alat yang tidak ramsh ineiomean
Sementara i, pengelola BETHTC belum
afektif karena keterbata:an sarana dan prasarsna,
dukunzan instans teknis ferkait yang rendsh
serta Inssnya kewasan TWTC. Disanping i
diberlakukannya otonomi daerah melani

pemekaran daersh kabupaten pada tahum 2002
telah memberi peluang pemerintsh daerah

Eapupaten Telok Wondama ikt serts dalam
peneelolzam den pemenfaatan sumberdaya alam
Fvma peninzkatan pendapatan ach dsersh (PAD).
Jiks hal ini tidak diatar lebib lanjut skan
mengFans pencapaan tjuan konservas dkdbat
adanya kerusakan lingkungan sehinzgza
pemantaatan sumberdaya tidak dapat berlanjut.

Kerjazama kegiatan pengelolazn dan
pemanfaatan sumberdaya dalam FPT-EEL telah
berlanesime tatapi kal ind bl optimal. Bawols
ef al. (2011) memperlihatkan babwa
keberlanjutan tatakelols ZFT-EEL THTC sekitar
36% dan dikategorikan pada kondisi kurang
berkelsnjuwsn. Pengelolasn kolabaoratf belum
sepanbnya mememhi prinsip-prinsp co-ma-
apernt yang ditutuhksn tenaama mekanisme
kelembazaan yang menunmui kesadaran dan
distribusi faneung-jawab antars pemenintzh dan
lembaza-lembags lzin secara formal Denzan
demikian perlu disusun konsep manzjemen



kolaboratif ik permamfaatan dalam kawasan
ZPT-EEL untuk mengakomodir kepentingan
semna pihak. Pelaksanasn manajemen
kolaboratif sesungzubmya memupakan mandat
UTr 5/1980 dengan peraturan furunanmya
Permenhmt 19/2004. Pelaksanzan proses
kerjasama para pibsk yang bersepakat dilakukan
verdssarkan prinep-priep saling menzhomsn.
saling menghargai, saling percaya dan saling
memberikan manfast melalui manajemen
kolsboratif. Denzan demikian armumentasi dan
pertanyaan yang dapat dikemukan adalah
bagaimana upaya kegiatan konservasi selama
ini? Bagaimana sintesis manajemen kolsboratif
dipmmakan ik mempromosikan pengelolaan
bersama? Dua hal ind mempakan inti kajian

METODE

Kegiatan tahap awal penelifian dinmlai
pada Aguctes 2010, dan berlanjut hingga fumi
2011, dengan lokasi penelitian adalah kawasan
THTC yang terletak pada daerah administratif
Eabupaten Teluk Wondama. Data yang
Diata primer dikumpulkan melalui metode
observasi dan pengukuran langsung terhadap
obyek penelitian melal fhews sroup dizcassion
sarta kuesioner terstruktur. Penenmuan sampel]
informan kunci dilakukan denpan teknik pur-
postve sampling dan smowball sampling dengan
pertimbangan babwa informan yang dipilih
adalah pelakn baik mdividn maupm lembaga
dan sanpat memahami permasalahan
pengelolaan kawasan konservasi Sebanysk 35
orang para pemanghu kepentingan mewakili
individu dan lembaza. Mereka diambil secara
hirarki dari kampung, distrik (kecamatan),
kabupaten dan provinsi dan mewakili semma
kepentingan dalam kegiatan pengelolaan ZPT-
yang didasarkan pada data deskripsi dan suat
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keadaan status, sikap, bubungan dalam suatm
masalah yang menjadi obyek penelitian
{Surame. 2000). Mesode i disdopsi pula oleh
Purwanti (200@) dalam penelitian Co-Manage-
ment di Taman MNasional Kanmmjava. Fakta dan
sifat-cifat hmbunzan antar fenomens vang ditelit,
ditelaah dan dianalisis keserkaitanmys saim sama
lzin dengan cara trianggulazi. Hasil analisis
disgjikan dengzan cara membust deckripsi dan
gambaran yang sistematis untuk mencar

pemecahan masalah (Gitoras 1998).
HASTL DAN PEMBAHASAN

Upara Pengelolaan. THTC sebagal salsh
taman nasional berada dalam dua wilayah
administrasi kabupaten yaitu Fabupaten Teluk
Wondama Provinsi Papua Barat dan Esbupaten
Mabire Provinsi Papua. TNTC memiliki 460
jenis karang, vang terdin dan 67 gemis dan sub
pemms 260 jenis karang Scleractinig tersebar
peda tepi pulsu-pulsn (THC, WWE, Unipa, CI1
EBTHNTC 2004). Eekayazn Lain berupa 834 jenis
ikan yang terdin dan jemis ikan estoan, ikan
penrhuni deersh mangrove, kan karane fkan
pelagis, dan dicatat pula 201 spesies moluska,
Eeragamsn flors-faums darstan terdin dam 17
jenis vegetasi mansrove 9 jenis vegetasi hutan
pamtzi 35 jenis vegetasi hotan daratan 7T jenis
lanmn 154 jenis bonmg, 14 jenis mamalia dan
17 jemis repalia.

(Gangman kawasan yang sangat menomnjol
antara lain adanya kapal-kapal pensngkap fkan
fllegal, penangkapan ikan dengan cara
mengzzunakan bom dan bahan kimia (potasium
cvamiidir, cairan tembakaw), pemanfastan dan
penzambilan biota laut yang dilindungi dengan
cara yang tidak sesusi dengan asas konservasi,
serts lalnlintzs transportasi bagi kapal (PELNL
kapal perintis, kapal niaga dan nelayan
tradizional) yang melewatl sebagian kawasan
TNTC.



Menzantisipasi berbagal ancaman dan
ganzruan sekaligns dalam upaya memak-
simalkan fungsi ekologis kawasanmya, pada
tahun 2000 ini telah dikelnarkan dokumen
Pencana Pengelolaan Taman Masional Teluk
Cenderawasih Periode 2010 - 2029, dengan
pendekatan sistem zonasi. Dokumen ini disusim
sejak Talm 2005 dan menmpakan hasil revisi dan
berbagai dokumen usulan penataan mang
kawasan TNTC pada tabun sebehamnya (WWE
1987; Proyek Bank Dhunia 1994; Sub BESDA T
Irian Jaya 1096). Fevisl dilskukan tidak hanya
penambahan has zona b, tetapi juga penetapan
batas vangz lebih tegas terhadap batas kegiatan
pemanfaatan (zona pemanfastan wommi zona
pariwisata, zona penanskapan) dan zons ahir-
ahur seperti kepentinean pelayaran Pendskatan
yang dilakukan dalam proses penyusunan
Pencana Pengelolzan THTC Perode 2010 -
2029 adalah sistem zonasi dengan
memperhatikan Fencana Tata Fuang dan
Wilayah Eabupaten Teluk Wondama dan
Eabupaten Nabire

Kegiatan pengelolaan THTC telah melahn
sgjarah yvang panjang dalam penetapannya
sebagai kawasan konservasi (Tabel 1). Otoritas

pengelolazn TWTC berada di bawah Balai Besar
(EB) THTC Papua Barat yang merupakan
instansi vertikal (wakil pemerintah pusaf) yans
berada di dazerah dan berkedudukan di
Manokwari. Fungsi BETNTC meliput: (a)
PeliEtasn ZOMASL, PENYISINaD rencana kegistan.
pemantanan dan evaloasi pengelolzan kawasan
taman nasional, (b) pengelolzan kawasan taman
nasional; (c) penyidikan, perlindunzan dan
pengamanan kawasan taman nasional, (d)
penzendalian kebakaran hutan (&) promosi,
informasi konservasi sumberdaya alam hayat
dan ekosistenmnnya, (f) pengembangan bina dni
alamn serta penyuluhan konservast sumberdaya
alamn hayatl dan ekosistemmya, (g) kerjasams
penzembangan konservasi sumberdava alam
havati dan ekosisternmya serta pengembanzan
kemitraan () pemberdayan masyarakat sekitar
kzwasan taman nasional (1) pengembangzan dan
pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata
alam dan (j) pelaksanaan umusan tata usaha dan
nmahtangza,

Pengelolaan TWTC yang sedang berjalan
st i terlihat masih bersifat sektoral dan belum
adanya keterpadnan antar sektor penzzuna . Hal
ini tampak dari masalah berkuat im (Tabel 1.



Tabel 1 Sejarah penetapen THTC sebagal kawassn Eonseryvas]

Tahumn

Fsjadlan

1987

ReEncams penpeiclasn kawxsan konseras| lsut Teluk Candergaasih di iran Jaya «eh
Waorid Wikdife Fund (#WF)

1550

» Ditefapkan sebagal kawasan Cagar Alam Laut melalul Surat Keputusan Menied
Kehutsnan MomorSampés 111950 pada tanggal 3 Febnuan 1990 dengan luas =
1.450.500 ha.

+ Sebapal Taman Masional meskal pemyatsan Menrded sefwtanan pada acarm Fekan
Konservas Alam Nasional di MaEram Musa Tenggsm
Baral. Fernyaaan inl tertuang dalam Surat Permyaban Momcr &28Kpts-L1 550 pada
Enggal & Maret 1930,

1551-1335

+ Proyek Pengembangan Taman Masional Teut Cenderawash dbawah pengyaasan
Balal Konservas 3umiber Daya Alam Y10 Malukw-irian Jaya

+ Dilunjuk Z=bagal Taman Masional meialul Surat Keputusan Bienber] Kehutanan
Momor: 472 Kps-1/1993 pada @ngpal 2 seplember 1593 demgan luas 1.453 200
ha.

+ Fncang pengeioisan THTC @ian 1752 — 2019 cleh Proyek Bank Dunla

1555-1338

+ Rencana karya Ima @ahun THTC 1957-2002 aleh 3ub Balal Konsersas] Sumbendaya
Alam irian Jaya |

+ Proyek Pengembangan THNTCG tahun 1996 berads dl bawah pengawasan Sub
Balal Korseryas! Bumber Daya Alam irian Jaya | 2orong

+ Penerbiitan Bumat Kepubusan Menierd Ksfiutanan Momor 125K pis-0 997 tanggal =1
Maret 1297 kentang Crganisas] dan Tal kerjs Balal Taman Maskonal dan Unlt Taman
Nasionial

+ Pengeioiaan Taman Masional Teuk Cendeawaski 1957 berada d bawah wewenang
dan tanggurgiyaab Balal THNTE d Manokaarl.

2002

Di=@pkan s=bagal Taman Masional Tejuk Cenderawasih berdysarkan sural kepatusan
Menterl Kehutanan dengan nomor, S0O09Kps-IV2002 pada Banggal 25 Agusius 2002
dengan luas 1.453 500 ka, berdid dad 65,000 Fa daraban yarg meliputl 12200 Fa (0,85
%] pesicir pantal, 55.800 ha (3,84 %) daratan pada pulsu-pulsy, B0.O0D ha (5,5 %)

ferambu karang dan luas lautsn 1.305.500 ha (89,8 %]

2007

Ealyl THTC benubah menjadl Balal Eesar TNTC yang terbenbul berdasarkan Fematuran
Kentar Kehutanan Momor: PO enhet-02007 tBanggal 1 Febinear 2007 t=ntang
Crganisas! dan Tata kera Uink Pelaks=ana Teknks Taman Masional

2003

+ Permenhat No. P.SZRienhut-IF2009 Bnggal 27 Jull 2009 mengamanatian bakes
BETHMTC sebagal uni pelaksana i=knks taman nasional melakukan tugas pokok
berupa penyelenggaraan bonservas! sumber daya alam Fayat dan =bosistemngas

+  Sural Keputusan Dirjen Ferindungan Hufan dan Konseras Alam Moo 129N~ KE2005
bemtarg 2onasl THTC yang diengkapl dengan Rencana Pengeiciaan TMTC Tahun
2010 — 2028




1. Eawasan TWTC secara administrasi
pemerintahan terletak pada dua kabupaten
{Teluk Wondama dan Mabire), sementara
otoritas kendsli pengelolzan TWTC secara
formal berada dalam tangzung-jawab
BBTNTC (Balai Besar TNTC) Departemen
denzan Satuan Perangkat Deerahomya (SEPD)
merasa penduduk yang tingzal di sekitar
TWTC berada dalam lingkup kerja
pemerintah. Akibatnya, kegiatan
pemberdayaan vang dilakukan oleh
pemernintah daersh sering barbenturan denzan
prozram/kegiztan BBTNTC,

2. Belum mengakomodasi berbazai kepentinean
pemangku kepentings, dan belum terlihat
dilitextkanmya masyarakat secara pennh dalam
kegitan perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan Sejauh pengamatan penelitl di
lapanz masih belum terwakilinya aspirasi
kelompok masyarakat dari perwakilan
masing-masing kanynmg sehingea kebaratan
masyarakat atas penetapan zonasi THWTC
masih sering terjadi;

. Behun terpadunya program kegiatsn antar
sektor pelaku pembansunan (instansi/dinas
terkait) dalam satu paket kegiatan dan
penzelolaan terpadu. Hal terlihat karena
kenyataannya masing-masing sektor
membuat program kegiatan sendin belum
tampeak keterpaduan program kegiatan secara
sinergis baik di lingkup Pemerintahan
Eabupaten dengan Pemerintah Propinsi
maupun dengan Pemerintah Pusat
{Departemen Eelautan dan Perikanan),
sehingpa berimplikasi timbulnya berbagai
masalah vang berkaitan dengan konflik
pemanfaatan dan kemsakan sumberdaya dan
ekosistem pesisir;

4. Saring terjadi penyalamumnsan ijin dan lokasi
kegiatan penangkapan ikan antar nelayan.
Nelayan yang berasal dari Fabupaten Telok
Wondama menangkap ikan di perairan
Esbupaten Mabire, atau sebalikmya;

[N

5. Praktek-praktek penggunaan alat tangkap
yang tidak ramsh linplunzsn masih sering
digunakan oleh masyarakat, sehingza
gkativitas ini dapat mempercepat laju

Eebijzkan pengelolaan oleh Pemenintah
Daerah Esbupaten dan Provinsi belum
mengzarah kepada pengelolaan TWTC yang
berkelanjutan Berbagai dokumen rencana
strategls pengelolaan kawasan masih
berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya
daratan dan hanpir Gdak bermmunggan denzan
pesisir Hal imi teriihat dani: (1) Peraturan Dreerah
Mo. 10 Tahun 2006 Fencana Pembangunan
Jangka Menengah Draersh Provinsi Papua 2006-
2011; (2) Fencana Pembangunzan Jangka
Menenzah Diaerah Provinsi Papua Barst 2006-
2011; (3) Fencana tata Ruang Wilayah
Esbupaten Mabire 2007 - 2027; (4) Fencana tas
PBumanz Wilayah Eabupaten Teluk Wondama
2008 — 2028; (5) Pencana tats Bunang Wilayah
Esbupaten Tehik Wondsma 2008 — 2028; (6)
Pencana Stategi (Fenstra) Dinas Felsutan dan
Perikanan Provinsi Papua Barat talmm 2006-
2011; (7) Buku Peta Potensi Sumberdaya
Eabupaten Teluk Wondama Isi dekwmen-
dokumen tersebut masih terfokus pada o-isu
pokok pengelolaan kawasan daratan sepert
penataan zonasi, konservasi alam
pengembangan wisata budaya dan kegiatan
budidaya, pengelolaan sumberdaya alam dan
lingkungan hidup. Akibatmya, implementasi
keterpaduan kegiatan sebagai wujud
pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisic
berkalamjutan bebon terithat detail formulasimys.

Pencapaian akuntabilites kinerja kegiatan
yang sudah dilakukan dan realisasi capatanmya
pada talum 2000 — 2010 secara agregat terjadi
penunman ssbesar 9 55% (BBTNTC 2010).
Pemnumuan kinerja ustru terjadi pads kegiatan
pengelolaan TWTC. Walaupun demikian,
efektifitas pencapaian program kegistan pada
tahum 2010 meningkat 1.2% dibadingkan tabhun



2009, Eegiatan pemberdayazan masyarakat,
penyusuman program dan rencans kenja kegiatan
pemantanan dan evaluwasi tetsp dipertahankan
sehingzza tidak mengalami peningkatan atan
penununan indikator kinerja. Eegiatan yang
mengalami peningkatan seperti penguatan
kapasitas kelembagaan perlindungan,
inventarisasi flora dan faona, dan kegiatan
pengembanzan bina cinta alam Eegiatan
penegakan dan penyelesaian kasus bukum/
kejahatan bamn dimulsi lag pada tshun 2010
sehingga pengambmya di lapangan masih rendah,
dengzn tingkat capaian 3%, Hal menarik yang
dapat dikemukakan terkait denzan alumtabilitas
kegiatan di atas adalsh mdikator kinerja yang
digunakan masih lebih menekankan pada
terlaksananya suam kegiatan sehinzza lebih
berorientasi pada pencapatan hasil kegiatan,
Pada hal indikator yangz baik harus
mengzmbarkan aspek dampak (manfaar) jangka
panjang yang dapat terjadi, misaloya ada/
tidaknya peningkatan populasi kkan perbaikan
habitar lingknmgan dan peningkatan pendspatan
masyarakat Dalam konteks ini BETHNTC peria
menmmskan baselme mdicator vang menjadi
auan keberhasilan atan efektifitas pengalolzan.

Mekanizme Manajemen Kolaboratif.
Eebijakan dan kelembazasn menpakan dua sisi
mata uang yang sulit dipisshkan Febijakan yanz
bagus tanpa dilandasi kelembagaan yang bagus
atan sebaliknya akan sulit mencapai hasil
maksimal. Dari pengalaman menunjukkan
bahwa kegazalan pembangunan seringkali
terjadi karena tatakelols pemerintshan (good
governance) vang burmk dimana pemerintah
gagal membuat dan mengimplementasikan
kebijakan yang benar serta mengabaikan
pembanzunan kelembagaan yang sehamsoyva
menjadi dasar dari sehmuh proses pembansuman.
Pada dasarmya hampir semma kegagalan
pembanziman bersmnber dan dus persoalan fan-
damental yaitu kegagalan kebijakan dan
kegapalan kelembagzan (Djozo ef al. 2003).
Einerja pengelolaan taman nasional ditenfukan

oleh kebijakan yang berbentuk peraturan
penndangan dan organisasi penzelola atan
lembazamya

Praktek-praktek kegiatan pengelolasn di
ZPT-KEL dapat dikatakan masih pada “tshap
partsipas” dar berbagail srakeholders utams
(BBTITC, DEP kabupaten dan WWF) (Bawole
2012). Pengzuna lokal {masyarakat) hanya
mengikutl proses belajar dalam menerapkan
kegiatan penpelolaan Delam proses o, masih
ada pelnang dalam pengztaran kelembagazn,
Perwakilan dan kelompok-kelompok kerja
(BBTKTC, DEP Esbupaten, WWF) yang
memiliki fmujuan sama dapat bertindak sebagai
fasilitator dalam proses pengelolasn ZPT-EEL.
Berbagai misiatif vang terjadi di dalam kawasan
dalamn hal instrumen perencansan yang berbeda
(misalnya penerapan zonasi) sering tidak
menzikat bamyak pihak penzeuna Hal i berart
ditmtubkan kerjasama kemitraan sehingga
mekanisme koordinasi antar para pemangiu
Eepetingan dapat disusun dan dilaksanakan
secara konsisten.

Analisis para pemangku kepetingan
{(Bawole 2012) menunjukkan sefiap para
pemanzkn kepefingan memiliki peran dalam
upaya pembanmunan kapasitas lembaga suma
keberlanutan pengelolaan ZPT-EEL. Para
pemanzku kepentingan kunci (BETITC, DEP
kzbupaten, WWF) berupaya untik mendokuns
kapasitas individu kelompok. orgamisasi dan
jaringan kerja dalam upaya mereka untuk
meningkatkan kapasitasnya sesuai dengan
budaya dan sosial. Upaya ini dapat dilakukan
melahn mekanisme kerangka kerja yang dapat
mengakomodir semma kepentingan dalam
pengembangan pengelolaan di ZPT-EEL
melalui manajemen kolaboratif. Upaya
pengsmbanzan kapasitas pada sam ingkat atan
di salah satu bagian dari para pemangku
kepetimzzn selalu el implika:i peda pam
pemangku kepetingan lain Menyadar hal ind
diperlukan mekanisme mansjemen kolaboraaf
antar para pemangkn kepetingan berkaitan



dengzan upaya pengembansan kapasites meraka
dalam memanfagtkan ZPT-EEL. Manajemen
kolaboratif ini dapat dilihat dari tiga pilar
kerangka kerja mekanizme kelembagazn
(Gambar 1).

Manajemen kolaborasi antar para
pemangkn kepetingan diarahkan pada
pembazian kekmazaan dan tangmmaeyawab secara
forms] kepada semma para pemangku kepetingan
sesual fungsi dan peranannya Pengelolaan
kolaborasi ZPT-EEL tidak Lagi bertumpu pada
sam pemangku kepentingan tetapd memyebar
dalam kelompok-kelompok pemangkuo
kepentingan untuk mengatur dirioya sendin

menurut wewensng, peran dan fungsi, serta
tangzung jawab masing-masing. Phonmer dan
Fitzgibbon (2004b) menunjukkan bahwa
efiziens] pengambilan keputsan, legitimasi
ynag lebih luas imink tindskan dan peningkatan
kapasitas pada skala lokal mempakan hal
mendasar dalam menajemen kolaboratf Hal imd
berarti balwa setizp para pemangku kepetingan
harus memiliki persepsi yang sama dalam
pengelolaan ZPT-EEL dan menghormati
kewenangzan vang melekat pada setiap lembaga,
sehinzza benturan kepenfinean dapat dihindan,

P-:-r:v.unmﬁu::i

#  Pedighng periaipl
»  Eekaipek melavan

s [nvestor

Ankar lemtaga borconial{Bappeda, DEP
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Gambar 1 Mekanisme keterpadusn manajemen kolaboratif antar para pemangkn kepetingan



Koordinasi program kerja perin dilakukan
terkait denzan berbazai kebijakan dan sturan
pada skals nasional, provinsi dan kabapaten
sehingga kinerja kegiatan pengelolasn
memberikan sfek cinergis pada berhazai ingkat
pemerintahan. Pada tahap kerjasama (antara
lembaza) lebih dizrahkan pada program kegiatan
di lapangan dalam mendukung peningkapan
pendspatan masyarakat (nelayan) sekalizms
peningkatan biomas sumberdaya. Manajemen
kolaboratif memiliki dampak besar pada
pengelolaan sumber daya alam . ferutama upaya
terakhir untuk mengintesrasikan aspek ekologl,
ekonon dan masyarakat (Phommer & Armitage
2007). Fokus utama manajemen kolaboratif
terletak pada gagasan babwa menzalokasikan
dan mensmimakan sumberdaya yans menmpakan
tanemmajawab bersama di antara banyak pihak
(Pinkerton 1989;. Berkes of al, 1901). Tahap
kerjasama ini difokuskan pada nelayan,
kelompok pelayan, mmahtangga nelayan,
pedagans (imvestor) dalam kapasitas mereka
memanfaatkan sumberdaya secara berkelan-
jatan.

Menpacn pada Malone dan Crowston
(1994), tingkat koordinaszi yang paling baik
dilakukan oleh para pemansku kepenfingan yanz
mempunysi kepentingan yang paling tinggi
dalam kegiatan manajemen Dalam konteks ini,
key player dalam analisis pengamb dan
kepenting pemangku kepentingan dapat
dilibatkan {(Bawole 2012). Eegiatan koordinast,
konsultssi dan kerjazama dapat prakarsai oleh
BETNTC sebagai pengelola kawasan dan
Pemda Teluk Wondama sebagai pemilik

a1

pemerintahan secars administratil. Eedua
lembaga ini dapat duduk bersama untuk
menyusun program kerja berdasarkan prioritas
skala penanzanan masalah pengelolzan dan
menynsun pendanaan bersama sesual peran
lembagra (misalnya dana APBN dari BETNTC
represantasi hames disepakati bersama lembaga
lzin sebagzai ikatan dalam bubungan kolaborasi
yang setara dan berkelannutan. Dalam hubanzan
ini, WWF Teluk Wondsms dapat berperan akiif
dalam proses advokasi membangun
kelembagaan masyarakat dan berpartisipasi
dalam mendukung kegiatan secara finansial
Kolaborasi program kerja di lapangan
memupakan proses alami melaul negosiasi
kepentingan dengan berbazai para pemanzim
kepetingan yang berada pada posisi kay players
dan pada posizi subyect (Bawole 201 7). Tahapan
proses manajemen kolaborasi dimulai dari
pensuatan kelembagzan BETHNTC, konsolidasi
BETHNTC bersama lembaga non pemerintah
{(WWF) dan pemerintah dserab (DEP Teluk
Wondams dan Dinpar Tehik Wondams). dan
selanjuinya membangun konsultasi publik
bersama-zama masyarakat lokal dan para
pemangku kepetingan lain. Pendekatan
manajemen kolaborant dilskukan sebagal solusi
dalam mensatasi berbagal konflik Model yang
dikembangkan adalah kolaborasi manszjemen
vang dinmlai dan proses-proses negosiasi dan
pengembanzan kesepakatan, kemudian
diarahkan pada pembagzian kekuasaan dan

tanzrunzjawab secara formal (Tabel 2).



Tabel 2. Analicis hak, tangpungjawab dan wnpsn balik para pemangku kepetingan

Pemangku _ o : .
kepetingan Hiak Tongpang=jawah Ulnapan balik
Bappedn Perencemamnden | Mlermmcang dan Kimerjn kegiatan terakur

pengexdalin menvampaikmagends dan perkendali
kegiztan
BRETHTLC & CHOmlE #  Manyehariakan Tl!l'FalIIldIIII'!.'I.I-El:iq.'I
penpelola informesi penpelolan kegiimian
# [Pesvberionijin | & Menyampadcan
Friasuk semrbns an SIMAKS]
kawesan kepade instansi terknit
(RIMAKSD
u'.;.r“jl."q.'ﬁlbl Peintberias i2in 2 Memberikemem . Du:.-u-:lu.l-:ung.l:id.u.k
tigahn pemkaiim berdesarken kwoin, posisi terlampani
ﬂl‘lﬁidmpﬂﬁl!hl‘lﬂi # Penzinan yang
& Mliyampakain dikelmkasdapa
temibnigan SILTP kepada dhersiga berlugen gnhak
para ponsmghn
kepetingam feckait
D|I||.||:|.|'.'F"|.|:||:|IJ|.||:|H1.L ]:'E'I'lt-r:fli.ﬂljlll ¢ MNembenkmnizinu=ahs M ngunpui'uqm.u
iakh parwisaia periwisata hamys pada fidak masuk pada rona
oma pariwisatn den zona inti
pesman fsatan #  PAD dari sekics
¢ PMlevairipakim g ETH]
lernbviigan i 1Fin
ngaha Pariwizar
blasvarakal Pemmnfaatan Menppa dan e lthars #  Peninghonmy
sumberdaya kwnsandan el perias dan b
sumberdayanys ikan
¢ FKeberlangetan
preanizatan
Palkn Pod Air Pengamanan I emyebar masksm sturan Kepetuhen atursn
kawasan

Manajemen dapat dilakukan dengan
memshami hak dan tangrung-jawab bersama
dalam mengatasi konflik yang terjadi, karena
tidak ada lembara tungzzal memiliki kontrol
pamuh ata pengamb dalam manajemen ZPT-
EFEL tetapi masing-masing pihak membutuhkan
dukunzan dar pihak lain untk tujuzn
manajemen secara bersama. Eerjasama
merupakan pola Kemifrasn yang sesungzuhoya
dani manajemen kolaboratif yaim BETNTC
sebagal pemerang otoritas mandat pengelolaan
melakukan kerjasama dengan berbagai
stakelhoders sehagzal mitra yang setara dalam

pembuatan keputusan, Peran pemerintsh dalam
pengelolaan kawasan konservasi masib tetap
dibnfubkan dan faktor koordinasi merapakan
salah satu kunci kelangsungan pengelolaan
kolaboratif kawasan konservasi (Clifion 2003;
Pomeroy ¢f al. 2001). Eenyataannya di lapanzan
memmjukkan babwa koordinasi hamya terjadi
didalam mang perternuan ataun diatas kertas,
sektor masih berjalan sendini-sendin
mendabulukan kepentingannya. Pilihan
persepsl, kormumkasi koordinasi, dan korutmen



antar para pemangku kepetingan merpakan hal
penting dalam menentukan keberhasilan
manajemen kolaboratif (Purwanti, 2008).
Dizamping itu, koneksi jaringan anfar para
pemangin kepetingan (horizontal dan vertikal)
dapat memfasilitasi proses belajar dar kematan
pengelolaan sebehimmya melalul mekenizme
umpan balik dan manajemen adaptif (Bawole af
al. 2011). Hubungan antar para pemangku
kepetingan yang menekankan pada proses sosial
dan mendorong fleksibilitas dan membanzun
kapasitas untuk adaptasi anfar para pemangkun
kepetinzan mempakan kunci keberhasilan
manajemen kolaboratf (Olsson er al. 2004;
Berkes 2004, Folke & al. 2005, Plummer &
Armitage 2007).

Armitage eral. (2009.) menyatakan balwa
untk mencapal menajemen kolaboratf yanz
baik, maka beberapa hal ini perho diperhatikan
yaitu (1) sistem sumberdsya yang dikelola
terdefinizikan dengan baik: (1) kepentingan
bersama teridentifikasi denzan baik terutama
dari entitas sosial; (3) hak milik yang jelas; (4)
akses penzelolzan yang adsptif konyonen mimk
proses jangks panjang dari pembansunan
institusi yang berkesinambungan; (5)
katersediaan pelathan dan sumberdaya; (6)
kehadiran para pemimpin kanei, (7) keterbukaan
peserta mk meranzinl phiralitas pensetshusn:
dam (&) linginmean kebijakan yang mendukmg.
Plummer (2009} menskankan bahwa dalam
manzjemen kolaboratif perlu diupayan
pengelolaan yang adaptif dalam menengani
masalah sosial-ekolozi. Bawole (2012)
menunjukkan beberapa faktor penpungkit
(dismtaramya peningkatan kinerja ekologi dan
ekonomi, regulasi dan mansjemen adaptif)
dalam mencapai tatakelola yang baik dalam
pengelolaan FPT EEL.
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pendekatan manajemen kolaboratif, dan
diterapkan :ebagai solusi dalam mencapai
kondisi sosial-ekologis vang baik. Bentuk
koordinasi, kerjasama dan konsultasi
dikembangkan dengan mansjemenkolaborant
antar para pemangku kepentingan. BETNTC
sebagal pemegang mandst pengelolaan THTC
dapat menpawalinya denzan proses-proses
negosiasl dan pengembangan kesepakatan,
kemudian diarahkan pada pembagian peran dan
tanggungjawab secara formal antar para
pernansku kepetingan kunci (DPE Eabupaten
Provinsi, WWF dan masyarakat adat).
Pencapaian pengelolzan ZPT-EEL yang efeknf
dari manajemen kolsboratif periu dilakukan
melam penyusiman resalasi yang mengikat antar
pemangkn kepentingan sebagai penggerak
proses-proses dalam tahapan manajemen
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